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Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY kemudian akan disusun menjadi 

berita acara. 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan DIY dalam mengawasi pengelolaan limbah medis B3 di 

Rumah Sakit Panti Rapih yaitu dengan melaksanakan pengawasan sebagai 

kewenangan yang diberikan oleh Gubernur DIY melalui Peraturan Gubernur 

DIY Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 

membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan DIY sangat penting mengingat fungsi yang mereka punyai yaitu 

menyelenggarakan penataan, pengkajian, pengendalian pencemaran dan 

pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. Jadwal pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dirancang setiap 

awal tahun mengenai kegiatan dan/atau usaha mana saja yang akan diawasi 

secara rutin, DLHK juga terkadang melakukan sidak ke tempat penghasil 

limbah untuk menindaklanjuti aduan masyarkat terkait air limbah yang 

diindikasi mencemari lingkungan di sekitar pemukiman warga. Di tahun 2022 

DLHK tidak melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan 
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limbah B3 di RS Panti Rapih, pengawasan dilakukan secara tidak langsung 

dengan memantau laporan yang rutin disampaikan oleh pihak rumah sakit 

untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah B3 sudah sesuai dengan 

standar dan peraturan yang berlaku. RS Panti Rapih dinilai telah 

menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan melaporkan hasil 

pengelolaan limbah B3 secara rinci dan rutin tanpa ada kendala maka DLHK 

tidak perlu melakukan pengawasan secara langsung.  

 

B. Saran 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam menjalankan 

wewenang nya untuk mengawasi pengelolaan limbah B3 di RS Panti Rapih 

bisa meningkatkan intensitas pengawasan langsung terhadap pengelolaan 

limbah B3 guna memastikan bahwa setiap tahap dari proses pengelolaan 

limbah B3 baik dari teknis dan administrasi nya telah dilakukan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

2.  Melakukan koordinasi secara aktif dengan masyarakat di sekitar untuk 

memberikan informasi mengenai apakah ada pelanggaran ketentuan 

pengelolaan limbah B3, misalnya membuang limbah sembarangan 

sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. 

3. Upaya peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat 

limbah B3 yang tercecer dilakukan dengan pendekatan teknik, pendekatan 

administrasi. 
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4. Perlunya perbaikan dalam penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) yang 

memadai untuk para petugas yang bertanggung jawab untuk mengangkut 

limbah atau memilah limbah B3. 
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